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MOTTO

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada-Nya
dan bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(QS Al-Anfal ayat 61)"

* Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, Jakarta, 1999
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RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa, dalam sengketa waris
seharusnya diuatamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota
keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga
tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah
terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya
upaya perdamaian para pihak tersebut. Dimasukannya prosedur perdamaian ke
dalam system peradilan didasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg dimana dijelaskan
hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur
perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang
pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil
menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam
bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Jika para
pihak tidak menghendaki supaya kesepakatan itu dituangkan ke dalam putusan,
maka pihak penggugat haruslah mencabut gugatannya. Dilihat dari Pasal 130
HIR/154 RBg, terdapat ketidakjelasan hukum dalam pengaturan kekuatan hukum
putusan perdamaian. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) dasar
dibuatnya akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dalam sengketa waris Islam
dalam Putusan Nomor 3308/ Pdt.G/2018/PA.Bwi, (2) kekuatan hukum adanya akta
perdamaian yang disahkan oleh hakim, dan (3) akibat hukum adanya akta
perdamaian yang dikkan dalam Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi . Metode
penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam
skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari
hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum
deduktif.

Pada bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang
hukum waris dan waris Islam, sengketa waris dan penyelesaiannya yang terdiri dari
pengertian sengketa waris dan kewenangan pengadilan agama dalam
menyelesaikan sengketa waris. Berikut diuraikan tentang putusan pengadilan terdiri
atas pengertian putusan pengadilan dan macam-macamnya.

Pada bab 3 pembahasan, menguraikan bahwa Dasar diajukannya dasar
dibuatnya akta perdamaian yang dibuat dihadapan hakim oleh para pihak dalam
sengketa waris Islam dalam Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi bahwa pada
dasarnya telah terjadi sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat
berikut Turut Tergugat, yaitu telah terjadi wanprestasi menyangkut utang pada
Bank BRI Banyuwangi yang berjumlah Rp.958.000.000,- (Sembilan Ratus Lima
Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan jaminan hak atas tanah yang merupakan harta
warisan yang merupakan milim Para Penggugat dan Turut Tergugat. Telah tercepai
kesepakatan damai para pihak dimana Para Penggugat dan Tergugat diberi
kesempatan untuk melunasi hutangnya dengan menjual objek jaminan.

xii
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Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan bahwa Kekuatan hukum
adanya akta perdamaian yang disahkan oleh hakim ada 3 (tiga) yaitu : (1)
Disamakan kekuatannya dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan
banding maupun kasasi, (2) Mempunyai Kekuatan Eksekutorial, Karena telah
berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan
eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan
eksekusi kepada pengadilan dan (3) Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat
Dibanding. Karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap
akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akibat hukum
adanya akta perdamaian yang dikuatkan dalam Putusan Nomor 3308/Pdt.
G/2018/PA.Bwi bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berikut Turut Tergugat
sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan secara damai. Perjanjian damai ini
dibuat dengan sebenarnya, dan setelah isi perjanjian damai ini dibaca dan
dimengerti, kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat membubuhkan
tandatangannya/cap jempolnya dalam surat perjanjian damai ini. Bahwa pihak
pertama dan pihak kedua menyatakan bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian
bersama ini ditandatangani dihadapan dan diketahui oleh mediator dalam perkara
ini maka selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini
dan menguatkan isi kesepakatan perjanjian perdamaian ini dalam putusan akta
perdamaian. Saran yang dapat diberikan bahwa, Pertama Kepada hakim, jika
terjadi perselisihan atau sengketa waris hendaknya mengupayakan penyelesaian
dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan
penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan
dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga
kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik. Kedua Kepada
masyarakat, hendaknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan
menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah
dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, sesepuh, ulama atau
pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-
aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir
adalah mengajukan ke pengadilan, namunn demikian hakim juga mengupayakan
perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang
memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat
hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan
dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia
adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian
merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat orang
meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan
harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan
atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang
akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut.' Hukum yang membahas
tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan
kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi ; (1) hukum waris
berdasar KUH Perdata, (2) hukum waris adat dan (3) hukum waris Islam.
Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia,
sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian.
Akibat hukum yang timbul, dengan terjadinya peristiwva hukum kematian
seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak
dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Terkait pengertian
hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di

dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman

! Soepomo, Hukum Waris Adat, (Bandung : Alumni, 1989), him.27
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pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.’
Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum waris di Indonesia pada
dasarnya bersifat pluralistik.

Warisan merupakan masalah yang sensitif, warisan bukan hanya harta
tetapi bisa juga hutang. Sifat harta waris yang bersifat duniawi, karena jika
pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para
pihak. Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang dikaji dalam hal ini adalah
sengketa menyangkut tanah warisan. Sengketa warisan dan pemecahannya
salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia
satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya
bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang
tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.® Terkait demikian
diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat
orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau dapat
menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan
sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Terkait hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada
ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan
sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung
secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal
untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah
tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui
jalur pengadilan. Bagi yang beragama lIslam penyelesaian sengketa waris
dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama
Islam jalur penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Negeri. Sengketa
kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama diselesaikan menurut hukum
waris Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama
dalam bentuk kitab figh dan ganun dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2 Ibid, him.28
® Akbar Kurnia Wahyudi, Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya, (Surabaya :
Prisma Mediatama, 2011) him.9
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Berdasarkan uraian tersebut, dalam sengketa waris seharusnya
diuatamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga
yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga
tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang
sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat
menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut. Dimasukannya
prosedur perdamaian ke dalam system peradilan didasarkan pada Pasal 130
HIR/154 RBg dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang
berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika
perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan
dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan
kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk
tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak
tidak menghendaki supaya kesepakatan itu dituangkan ke dalam putusan,
maka pihak penggugat haruslah mencabut gugatannya. Dilihat dari Pasal 130
HIR/154 RBg, terdapat ketidakjelasan hukum dalam pengaturan kekuatan
hukum putusan perdamaian.

Dikemudian hari sangat mungkin timbul suatu masalah jika salah satu
pihak tidak menepati janji untuk melaksanakan isi perdamaian, yaitu mengenai
seberapa kekuatan suatu kesepakatan perdamaian, agar kesepakatan tersebut
dapat dipaksakan pelaksanaannya. Terkait demikian, pihak yang awalnya tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati, akhirnya melakukan
kewajiban itu. Untuk memperoleh kekuatan hukum mengikat, akta perdamaian
selanjutnya dibuat dihadapan hakim. Demikian halnya dengan akta
perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana
contoh kasus dalam Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA. Bwi., dimana
melibatkan beberapa pihak antara lain Para Penggugat, Tergugat dan Turut
Tergugat. Kasus tersebut berawal dari adanya utang atau pinjaman Para
Tergugat dan Tergugat (Pihak Pertama) kepada Turut Tergugat (Pihak Kedua)
yang harus dibayar lunas bersama, sehingga segala sebab akibat yang timbul
dari hutang piutang tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama secara
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bersama-sama sejumlah Rp.958.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh
Delapan Juta Rupiah). Pihak Pertama (Penggugat I, Penggugat 11, Penggugat
I11, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII dan Tergugat), secara
bersama-sama meminjam/hutang keuangan kepada pihak Kedua (Turut
Tergugat) dengan menjaminkan objek tanah hak warisnya beserta
sertipikatnya yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik seluas 8.090 m?,
sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa mengingat
asal keuangan pihak kedua yang telah dipinjamkan kepada pihak pertama
adalah berasal dari uang hutang atau pinjaman dari bank BRI Banyuwangi,
yang mana pihak Kedua sampai sekarang masih dibebani menanggung setiap
bulannya membayar angsuran, denda, keterlambatan angsuran, bunga
pinjaman, biaya perpanjangan dan beban semua administrasi wajib, sebagai
sebitur bank BRI Banyuwangi dan pada kenyataannya uang pinjaman atau
hutang yang diterima pihak pertama dari pihak kedua tersebut sudah 5 (lima)
tahun dan 9 (sembilan) bulan belum dikembalikan sebagian atau
keseluruhannya, maka dengan ini hutang pihak pertama kepada pihak kedua
adalah berjumlah Rp.958.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta
Rupiah) yang harus dibayarkan sesuai permintaan pihak kedua. Berdasarkan
hasil kesepakatan antara pihak Pertama dan pihak Kedua, tercapai perdamaian
yang kemudian dibuat dalam akta perdamaian yang ditandatangani dihadapan
dan diketahui oleh mediator dalam perkara ini, dan dikuatkan oleh majelis
hakim.

Guna melunasi hutang tersebut secara tunai dan lunas pihak pertama
harus segera menjual objek tanah secara umum dan terbuka dan sepakat untuk
memindahkan tanah hak warisnya berdasarkan Nilai Objek Pajak (NJOP).
Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bersedia mengakhiri
persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan
penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator
hakim dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut di atas pada dasarnya telah
terjadi sengketa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, menyangkut kreditr
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macet dengan jaminan yang merupakan harta waris Para Penggugat dan
Tergugat (selaku Pihak Pertama). Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pihak
Pertama dan Kedua, dapat dikemukakan bahwa Pihak Pertama meminta
tenggang waktu untuk menjual sendiri objek warisan yang dimiliki untuk
kemudian hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang
kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini harta warisan yang merupakan harta dan
hak yang menjadi bagian ahli waris sebelumnya telah dipergunakan sebagai
jaminan pinjaman atau hutang kepada bank. Terkait demikian kemudian
tercapai kesepakatan bahwa pihak pertama dan kedua yang tertuang dalam
akta perdamaian.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut
tentang penyelesaian sengketa waris khususnya menyangkut sengketa tanah
waris yang telah diselesaikan secara damai oleh para pihak sebelum putusnya
perkara, melalui adanya mediasi oleh para pihak yang bersengketa untuk
kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Berdasarkan uraian tersebut
selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan
judul : Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan

Hakim Bagi Para Pihak dalam Sengketa Waris Islam.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah dasar hukum dibuatnya akta perdamaian yang dibuat dihadapan
hakim oleh para pihak dalam sengketa waris Islam dalam Putusan Nomor
3308/ Pdt.G/2018/PA.Bwi ?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum adanya akta perdamaian yang disahkan
oleh hakim ?

3. Apakah akibat hukum adanya akta perdamaian yang dikuatkan dalam
Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi ?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai
persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum
yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang
terjadi dalam masyarakat.

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang
berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan

almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami dasar dibuatnya akta perdamaian yang dibuat
dihadapan hakim oleh para pihak dalam sengketa waris Islam dalam
Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

2. Mengetahui dan memahami kekuatan hukum adanya akta perdamaian
yang dijatuhkan oleh hakim engikat.

3. Mengetahui dan memahami akibat hukum adanya akta perdamaian yang
dikuatkan dalam Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan
harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat
diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis
terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah
mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat
dipertanggung-jawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk
memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk
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menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-

fakta yang diamati secara seksama.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan
diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah
atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif
dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat
formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis
yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok
pembahasan’ terkait penyelesaian sengketa waris sengketa tanah waris yang

telah diselesaikan secara damai oleh para pihak.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan
konseptual (conceptual approach), (3) pendekatan historis (historical
approach), (4) pendekatan kasus (case approach), dan (5) pendekatan
perbandingan (comparative approach).” Pendekatan yang dipergunakan dalam
hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari
telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
dihadapi ° terkait kekuatan hukum mediasi oleh hakim dalam sengketa

waris sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, 2016), him.194

* Ibid, him.18

® Ibid, him.93
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akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor
335/Pdt.G/ 2018/PA.Bwi.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan
yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu
hukum, untuk mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.” Terkait ratio decidendi
hakim dalam memutus perkara Nomor 335/Pdt.G/ 2018/PA.Bwi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa
bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum
yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan
bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat
dibedakan menjadi bahan hukum primer (primary source) dan bahan hukum

sekunder (secondary source) ®

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum
primer yang bersifat mandatory authority (meliputi peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan
persuasive authority (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah
hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di
wilayah yurisdiksi negara lain) °:
a) Landasan Syari’ah : Al-Qur’an dan Al Hadist ;
b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

" Ibid, him.60

® Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.48

° Ibid, him.52
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c) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan ;

f) Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.335/Pdt.G/2018/PA. Bwi..

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum
yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-
bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. > Adapun
yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku
teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan
kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum

perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian
non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi

dengan topik penulisan skripsi.**

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

% Ipid, him.170
11 1bid, him. 168
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kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang

dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a)

b)
c)
d)

e)

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan ;

Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.*?

12 Ipid, hIm.171
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris dan Waris Islam
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Islam

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Hukum
Waris BW, Sistem Waris Adat, dan Sistem Waris Hukum Islam.”® Pada
masalah waris, maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang
satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, yang merupakan rangkaian atau
akibat dari yang lainnya. Masalah pokok tersebut antara lain ; pertama
meninggalnya seseorang, kedua harta peninggalan orang yang meninggal
tersebut, serta masalah yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang
mengurusi dan berhak atas harta peninggalan tersebut atau ahli warisnya.**
Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul
pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut
dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal
dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah
kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Hal yang demikian
membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan
yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang
mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta
itu kepada yang masih hidup dan sebagainya. *°

Terkait hal tersebut timbul masalah harta kebendaan (kekayaan) dari
orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan (ahli waris),
siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum, secara kolektif,
bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang dan sebagainya, dimana hal-hal

tersebut menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa

3 Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum
Keluarga, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), him. 24

“ Ibid, him.27

' Ibid, him.27

11
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dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian
masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut
menimbulkan hukum kewarisan. °

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut
Kompilasi Hukum Islam) bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing."’

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena
dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah
ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat
perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat
yang tidak menguntungkan.’® Secara etimologis, faraidh diambil dari kata
fardh yang berarti takdir “ketentuan”. Terkait istilah syara’ bahwa kata fardh
adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.*

Terkait demikian, pada hukum kewarisan menurut figh mawaris adalah
figih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan
agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang
wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak
menerimanya.”’ Pada konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan
sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada
ahli warisnya yang masih hidup.”* Pada bahasa Arab berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain
disebut Al-miirats. Sedangkan makna Al-miirats menurut istilah yang dikenal

para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal

16 Iman Sudiyat. Hukum Adat Sketsa Adat. (Yogyakarta : Liberty, 1981), him.36

17 pasal 171 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam

8 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1995),
him.355.

19 sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hIm.479.

2% Ibid, him.478

2L Ahmad Rofiqg, Figh Mawaris, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2002), him.4
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kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa
harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut
syari .2

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal
dalam hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum yang
lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.?® Pada redaksi yang
lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum
yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian
penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan
dua definisi di atas, menurut pendapat lain bahwa warisan adalah soal apa dan
bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan
seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih
hidup. 2*

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa waris dalam bahasa
Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang
ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang
berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut faraidh,
artinya menurut syara’ ialah pembagian pusaka bagi yang berhak
menerimanya. Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban
atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang
yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih
hidup. ?°

Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu
kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota
dari masyarakat itu meninggal dunia.?® Untuk itu, melihat hukum kewarisan

Islam diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem

hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan. %

22 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta : Gema
Insani Press, 1995), him.33.

% R Soetojo Prawirchamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya : Airlangga
University Press,2009), him..3

“ Ibid, hIm.478

% Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, (Bogor : Cahaya Salam, 2011),
him.366

% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung : Sumur, 1991),
him.11

2" Ahmad Rofig, Op.Cit., him.358
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Perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas
antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya
masih hidup dan proses tersebut lazim disebut dengan penghibahan dan proses
yang ke dua (setelah pemiliknya meninggal dunia) disebut dengan warisan
yang di dalamnya prosesnya akan diturunkan kepada ahli waris. Sebagaimana
telah disebutkan, bentuk dan sistem dari hukum kewarisan sangat erat
kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum
adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan jasmaniah, inilah barangkali
salah satu penyebab kenapa adanya beraneka sistem hukum terutama hukum
kewarisan.

Terkait dengan hukum kewarisan Islam, adalah bersumber pada wahyu
Allah dalam Al-Qur’an, dan hadist Rasulullah yang berlaku dan wajib ditaati
oleh umat Islam, dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Harta waris
merupakan salah satu bentuk harta yang bersifat duniawi, dimana yang paling
utama harus diingat dari kesemuanya itu adalah milik sang khalik : Allah
S.W.T berfirman bahwa :

“Seluruh alam semesta dan semua benda yang terdapat di
dalamnya adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang harus
dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia dan mahkluk
lainnya.” (Q.S : Ibrahim Ayat 32).

Selanjutnya disebutkan dalam ayat yang lain bahwa :

“Alam semesta dan segala isinya merupakan milik mutlak Allah
(Q.S : Maaidah ayat 120) dan Manusia sebagai khalifahnya di
bumi, berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah
itu dengan cara-cara yang benar dan halal dan berhak
memperoleh bagian dari hasil usahanya.” (Q.S : An-Nisa, ayat
32).

Pada dasarnya, jika dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki
dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur’an pada Surat An-
Nisa’: 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan
beberapa (tidak banyak) hadits Nabi SAW. Secara tegas, Allah
memberikan janji surga bagi yang mengamalkan hukum ini
melalui Surat An-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi
pelanggarnya melalui Surat An-Nisa’: 14. Adapun Surat An-
Nisa’: 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama,
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memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam

angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.%

Pada ayat-ayat tentang waris, dapat dipahami bahwa peralihan harta
dari yang meninggal (pewaris) kepada yang hidup (ahli waris) berikut jumlah
bagiannya terjadi tidak atas kehendak pewaris maupun ahli waris, tetapi atas
kehendak Allah melalui Al Qur’an. Ini mengandung arti bahwa terjadinya
waris mewarisi dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya adalah bersifat
memaksa. Menurut terminologi ilmu hukum, dikenal dua sifat hukum, yaitu
hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum disebut bersifat
memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan,
yaitu, perintah atau larangan hukum tersebut tidak bisa tidak harus ditaati.
Seandainya tidak ditaati, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu. %

Pada pengertian hukum yang bersifat mengatur, maka hukum yang ada
dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan
lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah di antara mereka. Dalam hal
ini, kalau pun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada, perbuatan
tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena sifatnya
yang (sekedar) mengatur itu. Secara hukum, ternyata tidak ada satu ketentuan
pun (nash), baik dalam Al Qur’an maupun Hadits Nabi SAW, yang
menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris
Islam itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya, Allah telah menyatakan
kewajibannya seperti dapat dilihat pada ayat-ayat waris yang telah disebutkan
sebelumnya. Avyat-ayat waris ini jelas menunjukkan kekuatan atau
kewajibannya. Terkait hal ini diperkuat lagi dengan adanya sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, “Bagilah harta warisan di antara
para ahli waris menurut Kitabullah (Al Qur’an).” 30
Aturan-aturan berkenaan dengan pembagian warisan menurut syariat

Islam secara keseluruhan begitu sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya,

% http://www.rudipradisetia.com/2010/1dasar-hukum-waris-islam-di-indonesia.html
diakses tazlgggal 18 Nopember 2018, pukul 18.00 WIB
Ibid
%0 Ibid
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hukum waris ini terlanjur diasumsikan sebagai sesuatu yang sulit dan hanya
dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Sesuai dengan salah satu hadits
Nabi SAW, menyebutkan : Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama kali akan
dicabut dari umat ini pada akhir zaman nanti. Hal ini telah terbukti karena
begitu langkanya orang yang mau mendalami ilmu ini. Padahal, Rasulullah
SAW telah memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh.
Jadi, dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum waris (dalam arti
melaksanakan pembagian warisan menurut syariat Islam) sama wajibnya

dengan mempelajari dan mengajarkan hukum waris itu sendiri. **

2.1.2 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris
Ditinjau dari hak dan bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3

(tiga) macam yaitu :*

1. Ahli Waris Dzawil Furudl
Dzawil Furudl adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu
dari harta peninggalan. ** Bagian tertentu (Faridho) vyaitu: seperdua (1/2)
bagian, seperempat (1/4) bagian, seperdelapan (1/8) bagian, dua pertiga
(2/3) bagian, sepertiga (1/3) bagian, dan seperenam (1/6) bagian. Ahli
waris yang mendapat bagian seperdua (1/2): anak perempuan tunggal,
cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal
yang sekandung sebapak, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ahli
waris yang mendapat bagian seperempat (1/4): suami jika istri
meninggalkan anak, istri (seorang atau lebih) jika suami tidak
meninggalkan anak. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan (1/8)
adalah istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak. Ahli
waris yang mendapat bagian dua pertiga (2/3) adalah dua orang anak
perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang

saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung dua orang

31 H
Ibid
%2 Hasniah Hasan. Hukum Waris Dalam Islam. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). him.
22-25.
* |dris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Pedoman limu
Jaya, 1992), him.27
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saudara perempuan sebapak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian
dua pertiga (2/3): dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu
perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu
sebapak atau sekandung dan dua orang saudara perempuan sebapak atau
lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga (1/3) adalah ibu jika
anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudar seibu atau
lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga (1/3) adalah ibu jika
anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudara seibu atau
lebih. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam (1/6) adalah ibu jika
anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak, bapak jika anaknya yang
meninggal mempunyai anak, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan
seorang atau lebih jika yang meninggal mempunyai anak tunggal, kakek
jika ayah ibu tidak ada dan ada anak dari yang meninggal, dan seorang

saudara yang seibu laki-laki atau perempuan. *

. Ahli Waris Ashobah

Ashobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi

mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli

waris dzawil furudl dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta

peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudl, atau tidak

menerima sama sekali. *> Terkait harta peninggalan sudah habis dibagikan

kepada ahli waris dzawil furudl. Ahli waris Ashobah ini ada tiga (3)

macam vaitu : >°

a) Ashobah Binnafsi, yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa
harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli
waris yang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-
laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.

b) Ashobah Bilghoiri yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua
sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak

perempuan ditarik menjadi ahli waris ashobah oleh anak laki-laki,

% Ibid
% Ibid
% Ibid
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cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris ashobah oleh cucu laki-
laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli
waris ashobah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

c) Ashobah maalghoiri, yaitu ahli waris yang berhak menjadi ashobah
bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung
atau seayah menjadi ahli waris ashobah bersama-sama dengan anak
perempuan

3. Ahli Waris Dzawil Arham
Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian
tertentu (faroidh) juga tidak mendapat ashobah karena pertalian dan
hubungan kekeluargaannya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat nabi
berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak
ada, demikian juga ashobah atau warisan itu masih tersisa setelah
dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan
kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan muwaris (pewaris). ¥’
Pada ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing.

Pada Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum
untuk ahli waris.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi

Hukum Islam bahwa harta : %

Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran

37 H
Ibid
% Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, him.10 ; Imam Ar-Rahbi, “Figih
Waris” (terjemahan), him.31, dan Syifa’uddin Achmadi, Pintar llmu Faraidl, him.18
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hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas

pada 3 (tiga) sebab :

1) Sebab kekerabatan (garabah), atau disebut juga sebab nasab
(garis keturunan).

2) Sebab perkawinan (mushaharah), yaitu perkawinan yang sah
menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan
perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).

3) Sebab memerdekakan budak (wala”).

19

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan

pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya

maupun untuk sebagian tertentu saja, yang berhak sebagai ahli waris, yaitu : *°

1.

o~

Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia,
baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke
bawah

Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia

Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta
turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau
istri yang hidup terlama

Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3

Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak
ada sama sekali kelompok 1, 2, 3

Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah
atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka
warisan diurus oleh bait al maal (baitul mal), seperti halnya
lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.

2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya

2.2.1 Pengertian Sengketa Waris

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisinan yang terjadi antara dua

pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk

penggunaan dan penguasaan haknya, yang diselesaikan melalui musyawarah

atau melalui pengadilan.** Ali Achmad berpendapat sengketa adalah

pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang

berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan

% Ali Affandi, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
(Jakarta : Bina Aksara, 1986), him.1
*0 garjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta :
Tugujogja Pustaka, 2005), him.8
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akibat hukum bagi keduanya.”* Berdasar kedua pendapat di atas maka dapat
dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau
lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi
sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun
1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut
PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang
berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah,
pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan
hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum

tanah tersebut.”

2.2.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan
kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir
mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan
berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan
nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang Undang
tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan
Agama semakin kokoh.

Pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan
Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan
mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan

* Ali. Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan 111 Penyelesaian Sengketa Hak
Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan 1V Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta :
Prestasi Pustaka, 2003), him.14


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas
dengan mendefenisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum
perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi
kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum.

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal
kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan
yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang
beragama Islam. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengadilan
adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan
agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan
keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infag, shadagah, dan ekonomi syari‘ah.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan
Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan.
Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani
persoalan hukum umat Islam di bidang :

(1) Perkawinan ;
(2) Waris ;
(3) Wasiat ;
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(4) Hibah ;

(5) Wakaf ;

(6) Infaq ;

(7) Shadagah ;

(8) Zakat ; dan

(9) Ekonomi syariah.

Terkait demikian, ada tambahan 2 (dua) kewenangan Pengadilan
Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau
sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya

adalah di Pengadilan Agama.

2.3 Putusan Pengadilan
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau
dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan
sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-
pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan
dalam perkara yang mereka hadapi. Saat hakim telah memeriksa suatu perkara
yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.
Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna
mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun
apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi

menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.*

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan,
maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari
Tuhan vyang melaksanakan peradilan harus benar-benar
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan
hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis
dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang
tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.*®

2 Abdul Manan, Putusan Pengadilan, (Bandung : Insan Pressindo Karya Persada
Utama, 1998), him. 291

* Moh Taufik Makarao, Pokok — pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2004), him. 124
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Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan,
Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau
mengakhiri perkara perdata.** Sudikno Mertokusumo dalam Mohammad
Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan
yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan
saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan
Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para
pihak. Terkait hal itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim
tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan
antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk salama-lamanya
dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat

dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.*

2.3.2 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan
akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara
terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.
Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah
dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1)
RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding

bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

* 1bid, him. 124
5 1bid, him. 125
5 1bid, him. 126
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas

dua macam , yaitu :

1) Putusan Sela (tussen vonnis)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang

diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah

kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa

macam putusan sela,yaitu :

a)

b)

d)

Putusan Preparatoir, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya
pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan
putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran
pemeriksaan saksi.*’

Putusan Interlocutoir, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya
memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal
sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat,
karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan
Interlocutoir akan mempengaruhi putusan akhir.*®

Putusan Insidentiel, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental,
hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak
(tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.*

Putusan Provisionil, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi
yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan
pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir
dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara
dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal

bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.*’

2) Putusan Akhir (eind vonnis)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di

persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang

*" Moh Taufik Makarao, Op Cit, him. 129
“®Ibid, him. 129
*Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Jakarta :

Citra Aditya Bakti, 1996), him. 207

% Moh Taufik Makarao, Op Cit, him. 130
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tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.”* Dapat juga diartikan
putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat
pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan

tinggi dan Mahkamah Agung.®

1 H.A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 1998), him. 247
%2 Moh Taufik Makarao, Op Cit, him. 129
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam
kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Dasar diajukannya dasar dibuatnya akta perdamaian yang dibuat
dihadapan hakim oleh para pihak dalam sengketa waris Islam dalam
Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi bahwa pada dasarnya telah
terjadi sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat berikut
Turut Tergugat, yaitu telah terjadi wanprestasi menyangkut utang pada
Bank BRI Banyuwangi yang berjumlah Rp.958.000.000,- (Sembilan Ratus
Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan jaminan hak atas tanah yang
merupakan harta warisan yang merupakan milim Para Penggugat dan
Turut Tergugat. Telah tercepai kesepakatan damai para pihak dimana Para
Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya
dengan menjual objek jaminan.

2. Kekuatan hukum adanya akta perdamaian yang disahkan oleh hakim ada 3
(tiga) yaitu :

a) Disamakan kekuatannya dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap. Menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki
kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi

b) Mempunyai Kekuatan Eksekutorial, Karena telah berkekuatan hukum
tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan
eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat
dimintakan eksekusi kepada pengadilan

c) Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding. Karena berkekuatan
hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian

tidak dapat diajukan banding maupun kasasi
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3. Akibat hukum adanya akta perdamaian yang dikuatkan dalam Putusan
Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi bahwa Para Penggugat dan Para
Tergugat berikut Turut Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa
dengan secara damai. Perjanjian damai ini dibuat dengan sebenarnya, dan
setelah isi perjanjian damai ini dibaca dan dimengerti, kemudian Para
Penggugat dan Para Tergugat membubuhkan tandatangannya/cap
jempolnya dalam surat perjanjian damai ini. Bahwa pihak pertama dan
pihak kedua menyatakan bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian
bersama ini ditandatangani dihadapan dan diketahui oleh mediator dalam
perkara ini maka selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk
memeriksa perkara ini dan menguatkan isi kesepakatan perjanjian

perdamaian ini dalam putusan akta perdamaian.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan
beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada hakim, jika terjadi perselisihan atau sengketa waris hendaknya
mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat bagi
kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah
diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak
terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan
kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik.

2. Kepada masyarakat, hendaknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau
permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan
secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT,
kepala desa, sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat
dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika
masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan
ke pengadilan, namunn demikian hakim juga mengupayakan perdamaian
bagi para pihak yang bersengketa.
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